PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 46.B TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang :a.

Mengingat :

PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang isinya berbunyi “Kepala Daerah
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; “Kepala Daerah menetapkan Peraturan
Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangandaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;



32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun
2014,tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas Thasilnya, serta
penyajian laporan.



7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan
rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan
pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu
masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

10. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemerintah.

11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi
tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.

12. Pemerintah Daerah adalah merupakan Entitas Pelaporan
yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

13. Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran
di lingkungan Pemerintah Daerah adalah merupakan
Entitas Akuntansi.

14. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu
entitas pelaporan tunggal

15. Laporan Keuangan interim adalah laporan keuangan yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan,
pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyusunan
laporan keuangan.



Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Pangandaran;

Penyajian Laporan Keuangan;

Laporan Realisasi Anggaran,;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan
Peristiwa Luar Biasa; dan

. Laporan Keuangan Konsolidasi.
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Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam BAB I sampai dengan BAB VIII Lampiran
Peraturan Bupati ini;

(2) Lampiran Peraturan Bupati dimaksud pada ayat (1)
merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan :
a.Laporan  Realisasi Semester Pertama  Anggaran

Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
b. Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Entitas akuntansi selain BUD wajib menyusun :

a.Laporan  Realisasi Semester Pertama  Anggaran
Pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

b.Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya
terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran,;
2. Neraca; dan
3. Catatan atas Laporan Keuangan.



(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah, BUD wajib menyusun Laporan
Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran,;

b. Neraca;

c. Laporan arus Kas, dan

d. Catatan atas laporan Keuangan.

Pasal 6

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a disusun dengan cara mengkonsolidasikan seluruh
laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya SKPD.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan
SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan
pembendaharaan daerah.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b dilampiri dengan :
a. Ikhtisar laporan keuangan BUMD;
b. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan dana
kegiatan tugas pembantuan; dan
c. Dapat pula dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi
tambahan nonkeuangan yang relevan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b dilampiri dengan Laporan Keuangan dan
Kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

Pasal 7

(1) Laporan  Keuangan  Tahunan  Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
disertai dengan  pernyataan = tanggungjawab = yang
ditandatangani oleh Bupati.

(2) Laporan Keuangan Tahunan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan
tanggungjawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(3) Laporan Keuangan yang dibuat oleh BUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disertai dengan
pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh PPKD
selaku BUD.



(4) Pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa
pada pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan
Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi
keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan
dengan Akuntansi Pemerintah Daerah sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap
berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
diatur lebih lanjut.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 01 Oktober 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangakan di Parigi
Pada tanggal 01 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
Ttd/Cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 46.B



